
PERATURAN DAERAH PROVINSI KAliMANTAN T1MUR 

NOMOR 06 TAHUN 2010 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

TAHUN ANGGARAN 2011 


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 


GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 


Menimbang a. 	 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan 8elanja Oaerah (APBO) kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama; 

b. 	 bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Oaerah (APBO) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan 
perwujudan dari Rencana Ke~a Pemerintah Daerah Tahun 2011 yang dijabarkan 
kedalam kebijakan umum APBO serta prioritas dan plafon anggaran yang telah 
disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRO pada tanggal 
29 November 2010; 

c. 	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf adan hUruf 
b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur TahunAnggaran 201 1. 

Mengingat 1. 	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
otonom Provinsi Kalimantan Sarat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan 
Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 1106); 

2. 	 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hal< Atas Tanah 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 3688) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 

3. 	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286): 

4. 	 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. 	 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 
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6. 	 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 

7. 	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia T ahun 2008 Nomor 59, T ambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. 	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

9. 	 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Pennusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia T ahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. 	Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ten tang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nornor 4503); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575): 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4577); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kine8a Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4614); 

21. 	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemeruintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembran Negara Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

22. 	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan 
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah T en tang Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 

23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/P Tahun 2008 tentang 
Pengesahan pemberhentian dengan hormat Ir.Tarmizi A. Karim, M.Sc sebagai 
Penjabat Gubemur Kalimantan Timur dan pengangkatan Drs. H. Awang Faroek 
Ishak, MM, M.Si sebagai Gubemur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil 
Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2008-201 3; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah , sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 T ahun 2007 tentang Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 ten tang Pengawasan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 8elanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ; 

28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan TImur Nomor 13 Tahun 2008 tentan9 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Iembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur Nomor 37). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KALIMANTAN TIMUR 

dan 


GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 


MEMUTUSKAN: 


Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN2011. 
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Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut: 
1. 	 Pendapatan Daernh Rp. 6.449.634.950.000,00 
2. 	 8elanja Daerah Rp.7.257.634.950.000,00 

--- - --H 
Surplus/(Deflsit) (Rp. 808.000.000.000,00) 

3. 	 Pembiayaan Daerah : 
a. 	 Penerimaan Rp. 958.000.000.000,00 
b. 	 Pengeluaran Rp. 150.000.000.000,00 


(-) 

PembiayaanNetto Rp. 808.000.000.000,00 


--- --- (-) 
Sis a Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 

Pasal2 

(1) 	 Pendapatan Daerah sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 terd]ri dari : 
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah 	 Rp.2.641.234.430.000,OO 
b. Dana perimbangan sejumlah 	 Rp.3.798.31 0.520.000,00 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp 10.090.000.000,00 

(2) 	 Pendapatan Asli Daerah sebagaimanadimakud pada ayat (1) huruf a terdiri dan jenis pendapatan: 
a. Pajak daerah sejumlah 	 Rp.1.992.500.000.000,00 
b. Retribusi daerah sejumlah 	 Rp. 14.344.930.000,00 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 130.146.500.000,00 
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 504.243.000.000,00 

(3) 	 Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dan jenis pendapatan: 
a. Dana bagi hasil sejumlah 	 Rp.3.708.675.570.000,00 
b. Dana alokasi umum sejumlah 	 Rp. 51 .446.850.000,00 
c. Dana alokasi khusus sejumlah 	 Rp. 38.188.1 00.000,00 

(4) 	 Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dan 

jenis pendapatan: 

a. 	 Hibah sejumlah Rp. 10.090.000.000,00 
b. 	 Dana darurat sejumlah Rp. 
c. 	 Dana Bagi HasH Pajak sejumlah Rp. 
d. 	 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 
e. 	 Bantuan keuangan dari provinsi ataudari pemerintah daerah 


lainnya sejumlah Rp. 


Pasal3 

(1) 	 8elanja Daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal1 terdin dan : 
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah 	 Rp 3.620.578.697.000,00 
b. 8elanja Langsung sejumlah 	 Rp.3.637.056.253.0oo,00 

(2) 	 8elanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: 
a. Belanja Pegawai sejumlah 	 Rp. 777.744.802.000,00 
b. 8elanja Bunga sejumlah 	 Rp. 
c. Belanja Subsidi sejumlah 	 Rp. 

http:Rp.3.798.31


b 

" 

5 

4. 

Lampiran 
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12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; 
13. Lampiran XW Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; dan 
14. Lampiran XIV Daftar Keadaaan DaruratiMendesak. 

Pasal6 

Gubemur menetapkan Peraturan Gubemur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah seoaga; landasan operasional pelaksanaan APBD. 

Pasal7 

Peraturan Daerah ini mula; berlaku pada tanggal diundangkan. 

'" 	 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 

Ditetapkan di Samarinda 
pada tanggal 29 Desernber 2010 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

ttd 

FAROEKISHAK 

Diundangkan di Samarinda 

pada tanggal29 Desember 2010 


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

KALIMANTAN TIMUR, 


ttd 

H. IRIANTO LAMBRIE 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 06 

Salinan dengan aslinya 

Kep,da Biro Hukum Setda 


, .Proy. Kaltimr 


s7f~-Q';. 
::;> 	 ........ 


H. SOFYAN HELMI. SH. M.Si 

Pembina Utama Muda 

Nip. 19560628 1986021 004 


H. 


